
The Professional  
       Law Journal 

E-ISSN:  

Volume I No. 01 Bulan April Tahun 2026 

DOI :  

Hlm. 12 

 

How to cite Nama,Author,Judul,Volume, Issue 

Published by Institut Profesional Indonesia 

 

 

Kajian Hukum Kontrak Secara Elektronik di Indonesia 

 
Hasudungan Sinaga 

Universitas Tama Jagakarsa, hassinaga@gmail.com 

 

Abstract 

 
The development of information technology has encouraged transformation in various aspects of life, 
including in legal agreement activities which can now be carried out electronically. This paper discusses 
the legal aspects of electronic contracts in Indonesia, by examining the legal basis, applicable principles, 
and challenges faced in its implementation. Based on the analysis of applicable regulations, such as the 
Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and other related regulations, it is found that 
electronic contracts have the same legal force as conventional contracts, as long as they fulfill the 
elements of agreement, capability, valid object, and cause that is not prohibited by law. However, there 
are still challenges in the aspects of consumer protection, data security, and proof in legal disputes. This 
study 
is expected to provide insight into the development of electronic contract regulations as well as solutions 
to the problems faced in its implementation in Indonesia. 
Keywords: Electronic contract, contract law, ITE Law, digital transaction, legal protection. 
 

Abstrak 
 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk dalam aktivitas perjanjian hukum yang kini dapat dilakukan secara 
elektronik. Kajian ini membahas aspek hukum kontrak elektronik di Indonesia, dengan 
menelaah landasan hukum, prinsip-prinsip yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi 
dalam implementasinya. Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait 
lainnya, ditemukan bahwasanya perjanjian elektronik mempunyai kekuatan hukum yang 
setara dengan perjanjian konvensional, selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, 
objek yang sah, dan sebab yang tidak dilarang oleh hukum. Namun, masih terdapat 
tantangan dalam aspek perlindungan konsumen, keamanan data, dan pembuktian dalam 
sengketa hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 
perkembangan regulasi kontrak elektronik serta solusi atas permasalahan yang dihadapi 
dalam implementasinya di Indonesia. 
Kata Kunci: Kontrak elektronik, hukum kontrak, UU ITE, transaksi digital, perlindungan 
hukum. 
 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempermudah komunikasi dan transaksi 

dengan menghilangkan batasan jarak dan waktu (Basuki & Setyawan, 2022). Dari 
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transaksi tatap muka hingga pemanfaatan internet, teknologi memungkinkan interaksi 

yang lebih cepat dan efisien (Purba et al., 2021). Pada awalnya, internet hanya digunakan 

dalam lingkungan akademik dan penelitian. Namun, sejak tahun 1995, aksesnya mulai 

terbuka bagi masyarakat umum, memungkinkan pemanfaatannya dalam berbagai 

bidang, termasuk perdagangan (Tektona & Wahjuni, 2022). Dalam kurun waktu singkat, 

cakupan internet berkembang pesat hingga menjangkau hampir seluruh dunia (Rofiki & 

Muhimmah, 2021).  

Transaksi perdagangan melalui internet (E-commerce) terus berkembang dan 

mengubah perdagangan tradisional menjadi sistem jarak jauh tanpa interaksi langsung 

(Tektona & Wahjuni, 2022). Kemajuan teknologi, khususnya internet, memberikan 

kemudahan serta manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru (Fauzi et al., 2022). 

Sebagai bentuk perdagangan modern, e-commerce tetap menghadapi berbagai 

permasalahan dalam pelaksanaannya (S. L. Saputra et al., 2019). 

Bonus Demografi dan dominasi populasi usia produktif di era internet mendorong 

pertumbuhan e-commerce di Indonesia (Savitri, 2019). Perilaku konsumtif yang 

meningkat didukung oleh kemudahan akses belanja online, yang menawarkan lebih 

banyak pilihan, harga kompetitif, serta berbagai promo menarik (Wijaya, 2020). 

Perkembangan teknologi smartphone dan semakin banyaknya platform e-commerce 

semakin mempermudah transaksi tanpa batas ruang dan interaksi langsung (Nasution et 

al., 2020). Bisnis e-commerce berkembang pesat seiring meningkatnya pengguna internet 

di Indonesia (Prahendratno et al., 2023). Dukungan pelaku usaha dan konsumen 

memperkuat ekonomi digital, di mana e-commerce diharapkan berperan penting dalam 

mendorong pertumbuhan UMKM dan berbagai sektor lainnya (Nasution et al., 2020). 

Transaksi elektronik (E-commerce) memungkinkan pelaku usaha dan konsumen 

berinteraksi tanpa tatap muka melalui media digital, membuka peluang pasar global 

dengan biaya yang lebih terjangkau (Rongiyati, 2019). E-commerce adalah model bisnis 

modern yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era 

globalisasi (Abdul Halim Barkatullah, 2018). Bisnis ini tidak memerlukan kehadiran fisik 

pelaku usaha dan berbasis pertukaran data melalui internet untuk transaksi barang dan 

jasa (Reni Febriani, 2023). E-commerce mencakup berbagai aspek, seperti jaringan, 

keamanan, pemasaran, pembayaran, serta manajemen rantai pasokan (Arnold et al., 2022). 

Dari sisi hukum, e-commerce melibatkan perlindungan privasi, hak kekayaan intelektual, 

perpajakan, dan penyelesaian sengketa (Hutabarat et al., 2023). Dengan sifatnya yang 

global, transaksi e-commerce dapat dilakukan tanpa batasan yurisdiksi (Rongiyati, 2019). 

Pemerintah menunjang eskalasi e-commerce di Indonesia dengan merancang peta 

jalan industri e-commerce melalui Paket Kebijakan RI XIV pada 2016 (Lukito, 2017). Pada 

2017, diterbitkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Road Map E-commerce 

2017-2019 untuk memperluas dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara global 

(Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem 

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce) Tahun 2017-2019, 

2017). 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengakui Kontrak Elektronik sebagai konsep 

hukum baru di Indonesia dan menjadi landasan bagi perjanjian elektronik. Namun, 

definisinya masih terlalu umum untuk menjelaskan mekanisme teknis yang harus 
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dipatuhi dalam perumusannya (Wardani et al., 2024). Sehingga berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dijelaskan di atas, peneliti melihat ada kebaruan dalam penelitiannya 

yang dimana penelitian ini ada relevansinya terhadap hukum kontrak secara elektronik. 

Sehingga penelitian ini mempunyai unsur kebaruan dimana peneliti belum banyak yang 

membahas penelitian terkait hukum kontrak secara elektronik dengan perspektif hukum. 

Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana mekanisme hukum kontrak elektronik di 

Indonesia. Berkaitan pada tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa bagaimana 

hukum kontrak secara elektornik di Indonesia dalam perspektif penelitian hukum 

yuridis. 

 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah penelitian yuridis normatif, yang meliputi 

kajian pada norma atau asas atau sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan hukum 

(Fahmi et al., 2023). Metode penelitian normatif mengkaji hukum dari perspektif internal 

yang dimana norma hukum sebagai objek utama (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian 

yang juga berperan dalam menghadirkan argumentasi yuridis saat timbulnya 

kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik dalam norma-norma hukum (Ardinata, 2020). 

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis mencoba menguraikan realitas yang 

kemudian dihubungkan dengan berbagai aturan hukum. Metode deskriptif analisis 

bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait objek yang diteliti berdasarkan sampel 

yang telah diakumulasikan tanpa adanya analisa mendalam atau menarik kesimpulan 

yang bersifat umum (Ginting et al., 2021). 

Pendekatan pada penelitian ini mengaplikasikan dua pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual 

approach) (Fahmi et al., 2023). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan 

mengkaji semua kebijakan hukum yang ada relevansinya dengan isu penelitian. 

Pendekatan ini mencakup penelaahan mengenai konsistensi atau keselarasan antara UUD 

dengan UU terkait, atau antara satu UU dengan UU lainnya. Sedangkan Pendekatan 

konseptual diimplementasikan dengan mengkaji hukum kontrak secara elektronik terkait 

mekanisme perjanjian atau kontrak secara elektronik di Indonesia. 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan 

(library research), yang umumnya dilaksanakan melalui studi dokumen (Sofiah et al., 

2020). Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsep-konsep, teori 

atau asas, serta pemikiran lainnya yang relevan dengan persoalan penelitian (Adi, 2021). 

Sebagai langkah awal dalam penelitian hukum, studi dokumen dilakukan berdasarkan 

premis normatif. 

Studi ini mencakup pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier (Hidayat et al., 2020). Bahan hukum primer adalah materi hukum 

yang bersifat mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan terkait penelitian 

hukum sedangkan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, 

seperti jurnal, buku, karya ilmiah, dan penelitian yang melibatkan ilmu sosial (Kapoh et 

al., 2020). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung penelitian. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan melalui pengolahan 

dan pengorganisasian data, memisahkan data ke dalam bagian yang dapat dikelola, 
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mensintesiskannya, membuat pola, serta mengidentifikasi hal-hal penting (Majid, 2017). 

Selanjutnya, data dianalisis untuk memahami temuan yang signifikan dan memutuskan 

informasi yang akan disampaikan kepada pihak lain. 

 

KAJIAN TEORITIS 

1. Aspek Hukum Kontrak Secara Elektronik di Indonesia 

Dampak teknologi semakin terlihat dengan munculnya e-commerce. 

Perkembangannya cukup pesat, terutama jika dilihat dari jumlah transaksi yang 

dilakukan melalui platform e-commerce (Riphat, 2021). Kemudahan akses 

internet telah mendorong peningkatan jumlah konsumen e-commerce (Palinggi 

& Limbongan, 2020). Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain 

kepraktisan, kemudahan dalam sistem pembayaran, efisiensi waktu, serta 

beragam promo menarik yang ditawarkan oleh pelaku usaha online (Kapoh et al., 

2020). 

Dari perspektif hukum, skema jual beli secara online tetap berlandaskan pada  

hukum perjanjian yakni kesepakatan antara penjual dan pembeli (Fitria, 2017). 

Perjanjian ini dikategorikan atas aktivitas hukum ganda, di mana satu atau lebih 

pihak saling mengikat diri terhadap pihak lain dalam suatu kesepakatan (Kapoh 

et al., 2020). Perjanjian tersebut dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat 

keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (BW) (Kumalasari & Ningsih, 2018). 

2. Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen dalam Kontrak Elektronik 

Data pribadi adalah informasi individu yang dijaga keakuratannya dan 

kerahasiaannya (Pohan & Nasution, 2023). Perlindungannya dalam sistem 

elektronik mencakup pengolahan hingga pemusnahan, dengan prinsip 

menghormati hak privasi (Mutiara & Maulana, 2020). Berkaitan dengan hal itu 

maka terdapat peraturan melalui Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Peraturan Menteri 

Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data 

Pribadi, 2016). 

Hukum bertujuan melindungi masyarakat, mengendalikan perubahan sosial, 

serta mendukung pembangunan dan pemanfaatan iptek untuk kesejahteraan 

manusia (Benuf et al., 2019). Perlindungan data pada dasarnya berkaitan erat 

dengan privasi, sebagaimana dikemukakan oleh Allan Westin, yang pertama kali 

mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk 

menentukan apakah informasi mengenai mereka akan dibagikan kepada pihak 

lain atau tidak (Halimawan et al., 2021). Konsep yang diungkapkan oleh Westin 

ini dikenal sebagai information privacy karena berfokus pada perlindungan 

informasi pribadi (Rina Arum Prastyanti, 2025). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Mekanisme Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia 

Perjanjian adalah tindakan hukum berupa kesepakatan antara dua pihak atau 

lebih. Salah satu bentuknya adalah E-Contract, yaitu perikatan hukum berbasis 
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elektronik yang menggabungkan sistem komputer, jaringan komunikasi, dan 

internet (Wardani et al., 2024). Perkembangan global menghadirkan metode baru 

dalam hukum perjanjian, yang kemudian melahirkan kontrak elektronik (e-

contract) (Reni Febriani, 2023). Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law 

on Electronic Commerce pada tahun 1996 (Tektona & Wahjuni, 2022). Dalam 

praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme 

pembuatan kontrak elektronik, termasuk dasar hukumnya serta hak dan kewajiban 

yang melekat di dalamnya (Akhmaddhian & Agustiwi, 2022). 

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. 

Sistem elektronik sendiri merupakan rangkaian perangkat dan prosedur yang 

digunakan untuk mengelola serta menyebarkan informasi elektronik, sebagaimana 

diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE 2008) (Tektona & Wahjuni, 2022).UU 

ini mengatur prinsip-prinsip hukum terkait kontrak elektronik (Dwicky Cahyadi, 

2019). Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 3 UU ITE, yang mencakup 

berbagai aspek penting dalam perjanjian elektronik (Indiantoro et al., 2024). Prinsip 

utama dalam perjanjian adalah kesepakatan, meskipun bentuknya dalam transaksi 

elektronik dapat bervariasi (Wardani et al., 2024). Pasal 4 UNCITRAL menekankan 

bahwa media jaringan adalah bagian dari variasi kesepakatan (Dwicky Cahyadi, 

2019). Kebebasan berkontrak mencakup isi perjanjian, pemilihan media, dan 

mekanisme penawaran (offer), yang dalam kontrak elektronik dilakukan melalui 

Electronic Data Interchange (EDI) (Wardani et al., 2024). Hal ini membuat konsep 

variasi kesepakatan UNCITRAL semakin relevan. 

Kontrak elektronik dalam hukum perdata Indonesia tidak berlaku untuk 

transaksi tertentu, seperti jual beli tanah, yang harus dibuktikan dengan akta PPAT 

sesuai Pasal 37 ayat (1) PP 24 (Khudhori & Ma’ruf, 2018). Namun, kontrak 

elektronik tetap sah digunakan selama tidak ada aturan khusus yang melarangnya. 

Pasal 3 UU ITE menegaskan bahwasanya perjanjian elektronik berdasar asas 

kepastian hukum, yang menjamin pengakuannya di dalam dan luar pengadilan 

(Wardani et al., 2024). Sementara itu, Pasal 2 menyatakan bahwa UU ITE berlaku 

bagi siapa saja, baik di dalam maupun di luar Indonesia, selama memiliki dampak 

hukum di Indonesia (Ranto, 2019). Ketentuan ini memastikan bahwa warga negara 

asing juga mendapatkan kepastian hukum yang setara dalam perjanjian elektronik. 

Kontrak elektronik sah jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, 

seperti dalam kontrak konvensional (Kakisina & Gosal, 2023). Namun, kesepakatan 

ini harus dilakukan secara digital melalui media elektronik seperti email, pesan 

teks, atau platform daring (Febriani & Dewi, 2019). Kemudian syarat sah kontrak 

elektronik yang kedua harus dibuat oleh subjek hukum yang berwenang, baik 

individu maupun badan hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Akhmaddhian & Agustiwi, 2022). Pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas 

hukum, yaitu cukup usia, sadar, dan mampu memahami konsekuensi hukum. 

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 tahun 

atau pernah menikah (Kakisina & Gosal, 2023). 
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Syarat ketiga agar kontrak elektronik dianggap sah adalah adanya objek yang 

jelas dalam kontrak (Syahrin, 2020). Objek tersebut merupakan hal yang disepakati 

dalam perjanjian dan harus memenuhi karakteristik yaitu objek dalam kontrak 

harus jelas (kuantitas, kualitas, jenisnya), terpisah dari unsur lain dalam kontrak, 

sah secara hukum, dan dapat dipertukarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

(Christiawan & Wulandari, 2023). Syarat keempat agar kontrak elektronik sah 

adalah bahwa objek transaksi harus sesuai dengan peraturan hukum, norma 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Ruang lingkup transaksi elektronik mencakup berbagai aktivitas dalam 

pertukaran barang, jasa, atau kabar melalui internet. Aspek utamanya meliputi 

(Indiantoro et al., 2024): 

a. E-Commerce – Transaksi jual beli daring melalui platform seperti toko 

online dan marketplace. 

b. Pembayaran Elektronik – Proses pembayaran digital menggunakan kartu, 

transfer bank, atau dompet digital. 

c. Perbankan Elektronik – Perbankan daring seperti transfer dana, 

pembayaran tagihan, dan pengelolaan rekening tanpa perlu ke bank fisik. 

d. Pemesanan dan Reservasi Daring – (tiket perjalanan, hotel, kendaraan, 

restoran). 

e. Layanan Keuangan Digital – (investasi, pinjaman, asuransi). 

f. Pemerintahan elektronik (pembayaran pajak, pengajuan dokumen, 

pendaftaran izin). 

 

3.2. Implementasi Perlindungan Hukum Data Konsumen dalam Kontrak Elektronik 

Kontrak elektronik termasuk dalam perikatan yang memiliki konsekuensi 

hukum, di mana jika salah satu pihak—baik pelaku usaha maupun konsumen—

tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan 

kompensasi (Yulia & Sehubakar, 2024). Selain itu, kontrak elektronik dikategorikan 

sebagai perjanjian tidak bernama karena tidak diatur secara spesifik dalam KUH 

Perdata. Untuk menjamin kepastian hukum, kontrak elektronik harus memenuhi 

syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Frisma 

Indra Prastya et al., 2021). 

Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengharuskan pelaku usaha menyediakan informasi yang lengkap dan benar 

mengenai kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, namun ketentuan ini 

tidak menjelaskan secara rinci syarat kontrak yang dimaksud (Benuf et al., 2019). 

Sementara itu, Pasal 47 PP No. 82 Tahun 2012 mengatur bahwa kontrak elektronik 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, dibuat 

oleh subjek hukum yang berwenang, memiliki objek yang jelas, serta tidak 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Rahmawati, 2024). 

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik melibatkan pelaku usaha, 

konsumen, dan pemerintah sebagai pengawas (Rongiyati, 2019). Pelaku usaha 

sering menggunakan klausula baku, yang melemahkan posisi konsumen. Pada 

Tahun 1999 Pasal 18 UU No. 8 melarang klausula baku yang merugikan konsumen, 
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seperti larangan pengembalian barang (Abdul Halim Barkatullah, 2018). Namun, 

banyak toko masih menerapkannya. Dalam transaksi online, konsumen tidak bisa 

menilai kualitas barang secara langsung, sehingga pelaku usaha harus memastikan 

barang bebas dari cacat tersembunyi, sesuai Pasal 1491 KUHPerdata (Hasanah & 

Basarah, 2023). 

Pasal 1504 dan 1505 KUHPerdata mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung 

jawab atas cacat tersembunyi, tetapi tidak untuk cacat yang dapat diketahui 

pembeli (Benuf et al., 2019). Jika terjadi cacat tersembunyi dalam transaksi online, 

Pasal 1507 KUHPerdata memberi hak konsumen untuk mengembalikan barang 

dan meminta refund atau menyimpan barang dengan kompensasi harga (Jusar et 

al., 2023). Prinsip ini juga berlaku dalam kontrak elektronik. 

Secara umum, perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah 

penyalahgunaan hukum oleh penegak hukum serta melindungi kepentingan 

tertentu dalam masyarakat. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum 

dalam perjanjian jual beli online. Tahun 2008 Pasal 23 UU No. 11 mengatur 

pendaftaran nama domain, tetapi tidak mencakup akun media sosial (Benuf et al., 

2019). Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya mendaftarkan bisnis mereka 

melalui badan hukum yang diakui pemerintah, sementara media sosial hanya 

digunakan sebagai sarana promosi, bukan sebagai platform utama transaksi. 

Data pribadi adalah informasi spesifik individu yang disimpan, dikelola, dijaga 

keakuratannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Perlindungannya dalam sistem 

elektronik mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, 

hingga pemusnahan data (Napitupulu & Susilowati, 2019). Penerapan 

perlindungan ini harus didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap privasi. 

Setiap individu sebagai pemilik data pribadi memiliki hak atas informasi 

pribadinya dalam sistem elektronik. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26, yang 

mencakup (Benuf et al., 2019): 

1. Hak rahasia data pribadi oleh pemangku skema elektronik. 

2. Hak untuk mengajukan pengaduan, jika terjadi kegagalan dalam 

perlindungan data pribadi, dengan menyampaikan keluhan kepada 

menteri terkait. 

3. Hak untuk mengakses, mengubah, atau memperbarui data pribadi, asalkan 

tidak mengganggu sistem pengelolaan data, kecuali diatur lain dalam 

peraturan perundang-undangan. 

4. Hak untuk memperoleh riwayat data pribadi yang telah diberikan pada 

pemangku skema elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   

 

4. Kesimpulan 

Validitas Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas 

dalam UU ITE dan KUH Perdata, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti 

kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. 

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangan elektronik diakui sebagai alat 
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autentikasi dalam transaksi elektronik, terutama jika menggunakan tanda tangan 

elektronik tersertifikasi oleh penyelenggara yang diakui pemerintah. 

Perlindungan Konsumen dan Sengketa. Dalam transaksi elektronik, perlindungan 

konsumen menjadi perhatian utama, terutama terkait kejelasan informasi, keamanan data 

pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Tantangan utama dalam 

penerapan kontrak elektronik meliputi keamanan siber, potensi penyalahgunaan data, 

serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum transaksi digital. 

Saran: 

1. Peningkatan Literasi Hukum Digital 

Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan edukasi tentang kontrak elektronik 

agar lebih memahami hak dan kewajibannya serta menghindari potensi risiko 

hukum. 

2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan 

Pemerintah perlu memperbarui dan menyesuaikan regulasi terkait kontrak 

elektronik dengan perkembangan teknologi serta memperketat pengawasan 

terhadap penyelenggara sistem elektronik. 

3. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Elektronik 

Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti arbitrase 

online atau mediasi digital, untuk menangani kasus yang timbul dari transaksi 

elektronik. 

4. Keamanan dan Perlindungan Data 

Penggunaan teknologi enkripsi dan sistem keamanan siber yang lebih baik harus 

menjadi prioritas agar kontrak elektronik lebih aman dan terpercaya. 
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